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PEMILIIIAN BI'PATI DAII UIAKIL BTIPATI I(ABI'PATEIT BI'LUKI'MBA

TAIIUII 2O2O

Pada hari ini S,abtrl" tanggal Dua hiluh Delapan Notnmbr tahun lhn. Rl}nt
Du.a Pulilh bertempat di Aula Kantor Desa Kambuno Kecamatan Bulukumpa
Kabupaten Bulukumba, kami yang bertandg tangan di bawah ini:

1. Nama : JAYA, A.Md.Kep
Jabatan : Ketua Panitia Pengawas Pemihan Umum Kecamatan

Bulukumpa Kabupaten Bulukumba
Alamat : Jalan Kemakmuran No. G 21 Kec. Bulukumpa
Dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya tersebut dan atas nama
Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bulukumpa Kabupaten
Bulukumba yang berkedudukan di Kecamatan Bulukumpa, yang
mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban mengawasi Pemilihan
Umum dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba
Tahun 2O2A berdasarkan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2Ol7 dar,
undang-Undang Nomor 10 rahun 2016, yang selanjutnya dalam
perjanjian ini disebut sebagai PIIIAI( PERTAUA.

1. Nama
Alamat

: Ketua OPS Bulukumpa
: Kecamatan Bulukumpa

2. Jabatan : Ketua OPS Kecamatan Bulukumpa, dan karenanya bertindak
dalam kedudukannya tersebut unhrk dan atas nama Desa Menolak
Politik Uang Desa Kambuno yang berkedudukan di Desa Kambun<t
Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba, yang selanjutnya dalam
perjanjian ini disebut PIIIAI( KEITUA.

Selanjutnya PIIIAK PERTAIIA dan PIIIAK KEDUA secara bersama-sarna
disebut PARA PIIIAI{

PARA PIHAK pencegahan potensi pelanggaran dan sosialisasi pada Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba tahun 2O2O, dengan
ketenhran sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:



BAB I
KETEITTT'AIT IIT'KIIU

ksal I
Kerjasama ini berdasarkan ketentuan:
1' undang undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atasundang undang Nomor 1 Tahun 20 15 tentang penetapan peraturanpemerintah pengganti undang undang Nomor I Tahun 2or4 tentangPemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota (Tambahan Lemb aran NegaraRepublik Indonesia Nomor Sggg)
2. undang undang Nomor T Tahun 2orr Tentang pemilihan umum((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2o1T Nomor 1g2, Tambahan

Lembaran Negara Repubrik Indonesia Nomor 6109)3' Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 7 Tahun 2olgtentang organisasi dan Tata Kerja sekretariat Jenderal Badan pengawas
Pemilihan Umum, Sekretariat Bad.an Pengawas pemilihan Umum provinsi,
sekretariat Badan pengawas pemifihan umum Kabupate nf Kota, dansekretariat Panitia Pengawas Pemilihan umum Kecamatan (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2Atg Nomor a2\;

4. Surat Edaran Badan pengawas pemilihan umum Nomoro41o/K.Bawaslu/HK.os/K/2o19 tentang peraksanaan Tlrgas danwewenang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan wakilGubernur, Bupati dan wakil Bupati, serta walikota dan wakil walikotaTahun 2O2O;

Pa8af 2
1' Kerjasama ini dilandasi oleh semangat dan rasa tanggung jawab bersamaantara PrrrAK PERTAITA dan PIrrAr( rltDua yang selanjutnya disebutPARA PrHaK dalam rangka pemberdayaa.n, pemahaman dan penguatanpartisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pemilihan, khususnyapencegahan terhadap potensi pelanggaran fada pemilihan Bupati dan wakilBupati Kabupaten Bulukumba Tahun 2o2o secara terencana, terpadu,terkoordinasi dan berkualitas.
2' Penyelenggaraan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraanpengawasan Pemilihan menganut prinsip cepat dan tepat, koordinasi danketerpaduan, berdaya guna dan berhasil guna, transparansi danakuntabilitas, kernitraan dan pemberdayaan, serta bersifat nondiskriminatif.
3' Guna terciptanya kerjasama dan tertib organisasi dalam penyelenggaraanpartisipasi masyarakat terhadap prrrg"*"* pemilihan berd.asarkanprinsip-prinsip sebagaimana tersebut dalam ayat t2l di atas,pelaksana€Lnnya diselenggarakan oleh Panwaslu Kecamatan BulukumpaKabupaten Bulukumba dan/atau dapat diselenggarakan secara langsungoleh PIHAK KEDUA setelah berkoordinasi dengan panwaslu KecamatanBulukumpa Kabupaten Bulukumba danlatau saling melibatkan antaraPARA PIIIAK.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana
memandang perlu untuk men5rusun
sebagai berikut

dikemukakan di atas PARA PIIIAK
Nota kesepahaman dengan ketentuanhttps://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Bulukumba



BAB II
MAKSUD DATTT TU.,I'AIT

Pasel S
1' Maksud dari nota kesepahaman ini adalah untuk bekerjasama dalam halupaya pengembangan pengawasan partisipatif, membJrika, pendidikanpolitik, serta sosialisasi kepada *"*y"r.t"a untuk mencegah potensipelanggaran dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan wakil BupatiKabupaten Bulukumba Tahun 2}2},yaitu:1.1 politik uang

l'2 Netralitas ASN, TNI, porri, Kepala Desa dan penyelenggara1.3 politisasi SARA
1.4 penyebaran Berita Bohong (HOAX)

2' T\rjuan dari Nota kesepahaman ini adalah untuk melaksanakan kerja sarnadalam har sosialisasi dan pencegdhan terhadap potensi pelanggaransebagaimana dimaksud pada poin I (satu)3' Kerjasama ini diarahkan untuk mensinergikan kegiatan-kegiatan dalammendukung terciptanya penyelanggaraan pemilihan, khususnyapelaksanaan pengawasan pemilihan, rrrt rt mewujudkan terselenggaranyaPemilihan Bupati dan wak,-Bupati Kabupaten Burukumba Tahun 2o2o.4' Kerjasama ini secara lebih luas, ai*"t"rrdkan untuk melakukanpendidikan politik dan demokrasi bagi warga masyarakat, sebagai upaya
ffii;ffilJcehidupan 

dan perke*n rrgr' Demokrasi vang lebih matang

BAB III
RUAITG LINGKUP

Pasal 4
Ruang lingkup dari nota kesepahaman ini meliputi meningkatkan kesadaranmasyarakat akan pentingnya pengawasan partisipatif dan pentingnyamasyarakat terlibat daram penyelenggaraan pemilihan sebagai upayapencegahan terhadap pelanggaran dalam pemilihan Bupati dan wakil Bupati

fffflh?tlffi:a rahun 2020, dengan metode dan strategi diserahkan

BAB TV
PELITKSAIYAAIT

Pasal S
Pelaksanaan Nota kesepahaman ini dapat dilaksanakan ,ARA prr*Ksecara bersama-sarna dan/atau dilakukan masing-masing pihak sesuaidengan tugas, fungsi dan kewenangannya.
Perurnusan pedanjian kerjasarna sebagaimana dimaksud pada ayat r (satu)dirumuskan bersama oreh PARA pIrrAK, dengan membentuk tim yangmerupakan pemrakilan dari PARA PIIIAI(

1.

2.

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Bulukumba



BAB V
BENTUK KER.'ASAItrA

Pasal 6
Dalam menjalankan nota kesepahaman ini, PARA PIIIAK tetap mengacu pada
fungsi, tugas dan kewenangan lembaga masing-masing sebagaimana yang
diatur dalam AD/ART atau nama lain dari lembaga PARA PIIIAK.

BAB VI
PEMBIAYAAIT

Pasal 7
1. Biaya yang timbul akibat pelaksanaan nota kesepahaman maupun

perjanjian kerja sama dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai
peraturan perundang-undangan yans berlaku.

2. Sumber dana lain yang tidak mengikat yang sah dan sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan bukan dalam tugas pemeriksaan
perkara atau kasus.

rorEr{r?ffiH*-*n
Pasal 8

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan pertemuan sekurang-kurangnya L

(satu) kali dalam sebulan untuk mengevaluasi nota kesepahaman.

Pasal 9
Nota kesepahaman ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan PARA PIIIAK,
perubahan naskah kesepahaman ini dibuat secara tertulis dan ditandatangani
oleh PARA PIHAK dan menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak
terpisahkan dari nota kesepahaman ini.

Pasal 1O
Perbedaan pendapat atau kesalahpahaman yang timbul dalam pelaksanaan
nota kesepahaman ini akan diselesaikan dengan sebaik-baiknya secara
musyawarah untuk mufakat.

BAB VIII
PEIIUTUP

Pasal 11
Nota kesepahaman ini berlaku dari mulai tanggal Dua Puluh Delapan bulan
November tahun Dua Ribu Dua Puluh sampai dengan tanggal Dua Puluh
Delapan bulan Desember dengan ketentuan dapat diperpanjang tahun Dua
Ribu Dua Puluh Satu kembali atas persetqjuan PARA PIIIAK.

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Bulukumba



Pasal 12
Demikian nota kesepahaman ini dibuat datam rangkap 2cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum
PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA,

KBTUA
PAITITIA PENGASAS PEUILIHAIT

UTUU IIECAUATAIT BULUKIIUPA

(dua)
yang

bermaterai
sama bag,

PIHAK KEDUA,

KETUA
OPS BT'LUKI]MPA

KABUPA

Mengetahui,
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